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BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 15
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

bahwa Standar Harga Belanja merupakan patokan
harga tertinggi yang digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam
proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) agar pengelolaan APBD memenuhi
prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

bahwa Standar Harga Belanja sebagaimana dimaksud
pada huruf a telah diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022
tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 46 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor
15 Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah
Tahun 2023, namun sehubungan adanya perubahan
besaran harga, nomenklatur serta penambahan
perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah maka
Peraturan Bupati tersebut diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (9)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar
Belanja, Standar Teknis dan Standar Harga Satuan
ditetapkan dengan Perkada;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15
Tahun 2022 tentang Standar Harga Belanja Daerah
Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor
31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 36 Tahun 2021
tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2022
(Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021
Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2022
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bupati
Pangandaran Nomor 36 Tahun 2021 tentang Standar
Harga Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran
Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor
41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
STANDAR HARGA BELANJA DAERAH TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan
Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pangandaran Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 15 Tahun 2022
tentang Standar Harga Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 46)
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai

berlaku pada

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini

penempatannya dalam
Pangandaran.

Berita  Daerah

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 29 November 2022
BUPATI PANGANDARAN,

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,
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KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 84
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